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BPEE ABSTRAK

K oo Artikel ini mencoba untuk memberikan gagasan secara tertulis mengenai solusifupaya

yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di Gorontalo untuk
melakukan revitalisasi perekonomian berbasis syariah. Revitalisasi perekonomian syariah
di Gorontalo sudah menjadi suatu solusi atau keharusan. Hal ini dilandasi dari falsafah
hidup masyarakat Gorontalo “Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabulloh”
sehingga provinsi Gorontalo diberi nama sebagai “Kota Serambi Madinah” dengan
potensi penduduknya 96.61 % beragama Islam (Muslim). Adapun solusi konkrit yang
ditawarkan kepada pemerintah daerah dengan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait
dalam hal ini adalah dengan DPRD dan para ulama untuk menggali potensi zakat untuk
mengaturnya menjadi hukum formal yaitu dengan melalui Peraturan Daerah (Perda) Zakat
dan melakukan sosialisasi serta pembinaan tentang ekonomi syariah dan etika bisnis Islam
kepada para pelaku bisnis. Selain itu, peran lembaga pendidikan baik perguruan tinggi dan
sekolah menengah sangat diperlukan untuk penerapan ekonomi syariah di Gorontalo yaitu
melalui rekonstruksi kurikulum, sehingga sejak dini masyarakat diberikan pembekalan
yang baik tentang ekonomi syariah.

Kata Kunci: Revitalisasi perekonomian dan ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan ekonomi dan
bisnis Islam di Indonesia memasuki masa
keemasan (Mulawarman, 2013). Berdirinya
Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992
di Indonesia menjadi salah satu momentum
vang menandai munculnya ekonomi syariah
(Islam) di Indonesia. Selanjutnya pertum-
buhan yang sangat pesat dimulai pada tahun
2000 yang ditandai dengan lahirnya
lembaga keuangan Islam dan lembaga
pendidikan  Tinggi yang mengajarkan
Ekonomi Islam walaupun jumlahnya masih
sangat terbatas. Bagi masyarakat Indonesia,

berbagai potensi yang ada seharusnya
mempermudah dan mempercepat perkemba-
ngan ekonomi syariah beserta perangkatnya
yang diperlukan. Ini mengingat mayoritas
penduduk beragama Islam dan kesadaran untuk
memanfaatkan jasa perbankan syariah dan
lembaga lainnya berbasis syariah terus tumbuh.
Karena itu, tidak berlebihan jika Indonesia
seharusnya bisa menjadi basis dan penggerak
perekonomian syariah dunia.

Secara umum, lahirnya ide tentang
sistem ekonomi  syariah didasarkan pada
pemikiran bahwa Islam adalah agama yang
lengkap dan sempuruna. Islam tidak hanya
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memberikan penganutnya aturan-aturan soal
iman, melainkan juga
jawaban atas berbagai yang
dihadapi oleh manusia, termasuk kehidupan
ekonomi. Banyak hal yang menjadi harapan
sistem

Ketuhanan dan
masalah

kita bersama dengan lahirnya
ekonomi  syariah dan  penerapannya
diantaranya adalah perbaikan dari tata
kehidupan (etika) bisnis ekonomi berbasis
Islam yang di dalamnya terimplementasi
prinsip-prinsip  keadilan, kejujuran, dan
untuk kemaslahatan bersama karena Islam
adalah Rahmatan Lilalamin (rahmat bagi
seluruh alam) yang kesemuanya didasari
oleh ajaran/nilai-nilai yang bersumber pada
Al-quran dan hadits sebagai sumber
pegangan Islam.

Menurut Agustianto (2010) setidak-
nya ada lima problem dan tantangan yang
dihadapi penerapan ekonomi Islam saat ini:
pertama, masih minimnya pakar ekonomi
Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu
ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah
Kedua,

ekonomi dan

secara  integratif. ujian  atas
kredibiltas
kevangannya. Ketiga, perangkat peraturan,
hukum dan kebijakan, baik dalam skala

nasional maupun internasional masih belum

sistem

memadai Keempat, masih terbatasnya
perguruan  Tinggi yang mengajarkan
ekonomi Islam dan masih minimnya

lembaga training dan consulting dalam
bidang ini, sehingga Sumber Daya Islam
(SDI) di bidang ekonomi dan keuangan
syariah masih terbatas dan belum memiliki
yang
Dan kelima, peran pemerintah
baik eksekutif maupun legislatif, masih

pengetahuan  ekonomi  syariah

memadai.

rendah terhadap pengembangan ekonomi
syariah, karena kurangnya pemahaman dan
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pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi
Islam. Selain tantangan tersebut, menurut El
Fikri (2005) bahwa dimplementasi ekonomi
syariah di Indonesia masih sangat minim
dikarenakan peran Majilis Ulama Indonesia
(MUI) lebih  banyak
persoalan yang berkaitan dengan program
keagamaan (ibadah ritual), sedangkan perannya
dalam penerapan ekonomi syariah termasuk

hanya menangani

program pembinaan dirasakan masih sangat
kurang.

Sebagai sebuah wilayah provinsi yang
memiliki penduduk yang mayoritas Islam
(Muslim) yaitu 96.61%
selayaknya revitalisisasi penerapan ekonomi

sehingga sudah

syariah di Gorontalo untuk dilakukan. Hanya

CEBLT B

saja untuk mencapai hal tersebut dapat
dilakukan langkah-langkah awal sebagai
program untuk penerapannya. Tentunya

revitalisasi perekonomian syariah, bukanlah hal
yang mudah untuk dilakukan, memerlukan

kesepakatan dan kerjasama berbagai pihak

untuk melakukan perubahan demi
kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, peran
serta pemerintah daerah dan lembaga

pendidikan yang ada di Gorontalo sangat

diharapkan  dalam  rangka  revitalisasi
perekonomian syariah di Gorontalo.

Berdasarkan atas, tujuan
dalam penulisan artikel ini adalah untuk
memberikan gagasan berupa langkah/upaya
yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerak
dan lembaga pendidikan di Gorontalo untuk

penerapan ekonomi syariah di Gorontalos

FEFTBRBROTY

uraian di

Adapun manfaat yang diharapkan adal
memberikan masukan berupa saran kepa
pemerintah daerah dan lembaga pendidikan
wilayah Gorontalo sebagai upaya unt
melakukan

syariah,

revitalisasi penerapan ekono



RAJIAN TEORI
Bulam Perspektif Amanah: Ekonomi
Sweariah sebagai Solusi
“Pada hari ini telah Ku sempurnakan
smiukmu agamamu, dan telah kucukupkan
fzpadamu nikmat-Ku, dan Ku telah ridhoi

Islam menjadi Agama bagimu”
(QS Surat Al-Maidah:3)

Firman Allah SWT di atas telah jelas
mengatakan bahwa Islam adalah agama yang
s=mpurna dan mempunyai sistem tersendiri

i vl dalam menghadapi permasalahan-

s Islam
sudzh

ckonoms

permasalahan kehidupan baik yang bersifat

materi maupun non materi. Ini bisa dipahami
sebagai agama yang sempurna, mustahil
5slam tidak melengkapi dengan sistem dan

p. Hany=

t  dapat

sebagm

Lonsep ekonomi.
Para proponen ekonomi Islam

smumnya memandang sistem ekonomi

entunya ) o :

iah I;ai syariah memiliki perbedaan dengan sistem

anla
wonvensional lainnya (sistem kapitalisme
smerlukan . N

—_— can sistem sosialisme). Perbedaan tersebut
gal

[iiemi =dalah: perfama secara epistemology bahwa
b, i ckonomi syariah dipercaya sebagai bagian
i miegral dari ajaran Islam itu sendiri,
lembaga h R

il schingga  pemikiran  Islam  langsung

o bersumber dari Tuhan. Kedua, ekonomi
evitalisasi 1 T :

Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan

v bukan hanya mengatur kehidupan manusia

JntuL di dunia tetapi juga menyeimbangkan
itk

sl kepentingan manusia di dunia dan akhirat,

daI::r;h Ini kemudian membawa implikasi daria
ik aspek normatif: apa yang baik dan buruk,

apa yang harus dilakukan atau dihindari
orontalo. . N

bukan semata-mata dilihat dari aspek
1 Ed&]ﬂh .

b eﬁsiensr. sebagaiman.a dikenal dalam
k. - ekonomi konvensional, melainkan
gidikan di . ) ) )

i bagaimana agar tindakan di kehidupan
: duniawinya menghasilkan imbalan di
ekonomi

akhirat, Ketign, sebagai konsekuensi dari

landasan normatif itu, sejumlah aspek positif
atau tehnik dalam ekonomi konvensional tidak
bias diaplikasikan karena bertentangan dengan
nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam.
Konsekuensi tersebut adalah pandangan yang
diyakini bahwa harta bukanlah tujuan hidup
namun sebagai wasilah atau perantara bagi
mewujudkan perintah Allah SWT. Tujuan
hidup yang sebenarmnya adalah dalam Firman
Allah di bawah ini:

“Sesungguhnyva :xemba}g;angku, ibadahku,
hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan
semesta alam” (Q5 Al-Anam: 162).
Islam memandang bahwa bumi dan segala
isinya merupakan "Amanah™ dari Allah kepada
manusia sebagai khalifah di muka bumi ini,
untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan umat manusia. Manusia sebagai
khalifah memikul tanggung jawab yang besar
untuk memakmurkan bumi, alam diciptakan
Allah SWT untuk manusia, hal ini
menunjukkan penghargaan dan kemuliaan
manusia dibanding makhluk lain ciptaan Allah
SWT. Sebagaimana difirmankan dalam QS Al-
Bagarah:30 dan QS Al-Fathir: 39) di bawah ini:

Ingatiah ketika Tuhanmu berfirman kepada
Malaikat: “sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi”
(08 Al-Bagarah:30)

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-
khalifah di muka bumi”
(OS Al-Fathir:39)

Menurut  Triyuwono (2000) bahwa
tujuan dari organisasi menurut Islam adalah
menyebarkan rahmat seluruh alam. Tujuan ini
secara normatif berasal dari keyakinan Islam
dan misi hidup sejati manusia sebagai khalifah
di bumi sebagai penerima amanah dari pemberi
amanah ialah Allah SWT. Berdasarkan
perspektif “amanah” selayaknya setiap
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organisasi tidak hanya berorientasi pada
pertanggungjawaban  organisasi  kepada
manusia namun memiliki keyakinan

stakeholder vang lebih luas, vaitu selain

vang  pasti
pertanggungjawaban kepada Tuhan.

manusia juga alam dan

Ekonomi Islam pun hadir sebagai
solusi dalam perspektif “amanah’® yang
merupakan ilmu pengetahuan Sosial yang
mempelajari  masalah-masalah  ekonomi
rakyat vang dilhami oleh nilai-nilai Islam.
Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme,
sosialisme, Berbeda dari kapitalisme karena
Islam menentang eksploitasi oleh pemilik
modal terhadap vang miskin, dan melarang
penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi
dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan
kehidupan sekaligus anjuran yang berprinsip
pada nilai ibadah.

Sebagai negara atau daerah vang
mayoritas penduduknya umat Islam, sistem
ekonomi syariah harus dilaksanakan sebagai
yang yang
mengedepankan tranparansi, keadilan dan
good governance dalam pengelolaan asset-
aset Negara. Jika konsep ekonomi syariah ini
akan diterapkan, juga harus diperhatikan
peran lembaga keuangan Islami lainnya,
seperti peranan zakat, serta peranan lembaga
dan dunia Islami yang menjalankan ushanya

sistem ekonomi universal,

dengan berlandaskan etika dan moral yang
Islami, misalnya tidal ada mark up dan tidak
ada laporan keuangan ganda dan sebagainya.
Perspektif amanah digunakan pada konsep
ekonomi syariah dan aplikasinya adalah
menjadi suatu keharusan bagi kita semua.
Oleh karena itu, untuk
mengimplementasikan kehidupan ekonomi
berbasis syariah tentunya diperlukan peran
kita baik selaku individu dan organisasi
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untuk sama-sama memikirkan dan mengambil
langkah
ekonomi syariah Islam yang universal tidak

secara konkrit sebagai realisasi
hanya dengan menumbuhkan lembaga-lembaga
keuangan yang berbasis syariah namun jugs
pihak terutama
pemerintah daerah dan lembaga pendidikan
dengan berbagai kebijakan yang dapat
mendukung penerapan ekonomi syariah.

perlu  dukungan berbagai

YRS

PEMBAHASAN
1. Solusi Konkrit Peran Pemerintah
Daerah dalam Revitalisasi Ekonomi
Syariah
Fenomena kemiskinan merupakan salss
satu kompleksitas permasalahan yang dihadags
oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebag
sebuah realitas sosial perlu mendapati
perhatian serius dari negara sebagai be
penciptaan Negara yang madani (Baldes
thayyibatun warabbul ghaffur) sebagain
termaktub di Unds
Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bang
Indonesia adalah “wntuk membentuk

Pemerintahan

dalam Pembukaan

Negara  Indonesia - e
melindungi segenap bangsa Indonesia
seluruh tumpah darah Indomesia dan 1
memajukan kesejahteraan m
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
melaksanakan  ketertiban  dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian o
dan keadilan sosial .

Menurut Adi (2005), ada tiga
utama dalam memahami negara kesejahte
yaitu :
1. Intervensi yang dilakukan oleh neg

(dalam hal ini pihak pemerintah) &
menjamin kesejahteraan warganya;
2. Kesejahteraan
berdasarkan kebutuhan dasar masyarak

harus dikembe



= Kesejahteraan adalah hak dari setiap
warga negara,
s=sarkan point pertama dari tiga kunci
= di atas, maka patut kita sadari bahwa
pemerintah melalui intervensinya
melakukan penyelesaian masalah
Semiskinan yang menjadi masalah di tiap
=zara termasuk Indonesia dan Gorontalo
gat= khususnya.
Sebagaimana falsafah Pancasila yang
Sz yang
mefindingi agama, penganut agama, bahkan
Seresaha memasukkan ajaran dan hukum
ssama  Islam  dalam dalam kehidupan
Serbangsa  dan ini
menunjukkan

oleh Negara Indonesia

kan salsh
dihadaps
sehaoss
)dapatkan
i bentuk
Baldatum

bernegara. Hal ini
bahwa Islam
mempunyai peluang yang besar untuk
&berlakukan dalam sistem hokum nasional,
fxrena Indonesia adalah Negara yang

serdasarkan atas hukum (rechsstaat).
Salah satu realisasi dari hukum Islam

hukum

goaimana

sang menjadi sumber hukum formal di
Imdonesia adalah dengan dikeluarnya
Seberapa aturan terkait pengelolaan zakat di

Undang-

i bangsa
suc

g yvang I=donesia, di antaranya: Undang-undang
psia dan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011
o untuk wentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan
LI, Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun
dan  thut 2014 yang secara khusus mengatur tentang
vang Pelaksanaan  Undang-undang  Republik

jan abadi Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Kedua aturan ini

oa kunci merupakan sebuah upaya untuk meng-
jahteraan optimalkan pengelolaan zakat, khususnya di
Indonesia.ke dalam regulasi hukum positif di

negara indonesia, UU tersebut menjadi hukum
ih) dalam formal yang menjadi dasar oleh pemerintah
: dan masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu
bangkan alternatif solusi dalam memecahkan masalah
arakat; untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah

melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat

yang amanah dan komprehensif sebagai wujud

dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan
umat manusia.

Adapun tujuan pengelolan zakat (dan
juga infag dan sedekah) sebagaimana
disebutkan dalam pasal 5 UU No 38 Tahun
1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah dapat
terpenuhi, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
dalam menunaikan zakat sesuai tuntutan
agama.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata
keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan
social.

3. Mengembangkan hasil guna dan daya guna
zakat.

Zakat
perekonomian
fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan
dana umat kepada orang-orang yang berhak.
Adapun golongan yang berhak menerima zakat
(Muztahiq) adalah Fakir, miskin, muallaf,
gharim, rigab, ibnu sabil dan fisabilillah. Akan
tetapi efektifitas penerapan ketentuan undang-
undang tersebut masih bersifat setengah hati

merupakan  wujud  pilar

Islam dalam menjalankan

dalam menjalankannya. Salah satu indikasi
penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari
kalangan aparatur negara untuk menciptakan
iklim zakat yang kondusif Alenia ke [V
Undang-Undang Dasar 1945
ditengah aktivitas perekonomian Indonesia.

Pembukaan

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari
rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam
membangun perekonomian ummat. Dengan
demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat
ibadah ritual saja, tetapi
dimensi

mencakup juga

sosial, ekonomi, keadilan dan

kesejahteraan. Di Indonesia saat ini dengan
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80% penduduknya adalah muslim, untuk
zakat profesi saja potensinya adalah 6,3
trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat
maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6
triyun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa,
akan tetapi potensi tersebut belum terkelola
dengan baik. Kelahiran UU Nomor 38
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
cukup mampu meniupkan angin segar dalam
dunia perzakatan di
regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan
Pemerintah) yang mengurai tentang
pelaksanaan teknis dari Undang-Undang
tersebut sampai saat ini belum juga di

Indonesia, namun

tetapkan. Sehingga apa yang terjadi
Pelaksanaan undang-undang  tersebut
menjadi  timpang. disisi lain tingkat

kepercayaan (frust) masyarakat pada badan
atau institusi pengelola zakat masih rendah.
Hal ini disebabkan oleh belum adanya
standar profesionalisme baku yang menjadi
tolak ukur bagi badan atau
pengelola zakat di Indonesia.

Sebagai terobosan strategi vang
dilakukan olesh pemerintah daerah untuk
menangani kemiskinan selama ini secara
lazim langkah vyang adalah
melalui mekanisme formal vaitu melalui
implementasi kebijakan pemerintah alokasi
dana untuk pengentasan kemiskinan dan
pendidikan APBD yang
anggarannya bersumber dari alokasi umum
dan dana alokasi khusus.

lembaga

ditempuh

melalui

Mengingat begitu strategis dan
besarnya potensi pengelolaan dana zakat
sudah  sepantasnya upaya
strategis pula dalam mengoptimalkan
pengelolaan dana zakat sebagai dana umat
untuk  menanggulangi  kemiskinan  di

[ndonesia. Pemikiran mutakhir terkait peran

diperlukan
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zakat dalam negara modern dikemukakan ole
Aidit Ghazali. la mengemukakan bahwa dals
negara Islam modem ada empat sumbs
pendapatan negara antara lain adalah : (1) dam
dari baitul maal; (2) pendapatan dari sumbe
daya alam masyarakat; (3) pajak; dan (£
pinjaman, Dana dari baitul maal berasal das
sumber kekayaan khusus (special wealth) yai
zakat, dan sumber kekayaan umum yaitu fa
ushr, pajak. ghanimah, dan lain-lain sumbes
yang tidak dimiliki oleh
diserahkan kepada baitul maal.

Kenyataan yang ada, selama ini bel

individu das

banyak daerah vyang mengembangkan d
memanfaatkan potensi  Zakat, infak, de
sedekah  (ZIS) sumber  dans
pembangunannya. Hal ini

sebagai
berangkat dam
aktivitas
keberagamaan adalah masalah individu warss

pemahaman bahwa ZIS sebagai
negara schingga tidak ada ruang bas
pemerintah untuk turut mengaturnya. Bukankak
pemerintah

sudah memfasilitasi  kontribus

pendanaan pembangunan dari negaranya
melalui pajak. Selain itu ada juga pemahamas
dari masyarakat Muslim bahwa dengan telak
membayar pajak maka gugurlah kewajiban atas
zakat,

Demikian pula langkah vang ditempul
oleh pemerintah Gorontalo, dengan meliha
capaian kinerja pemerintah daerah Gorontale
dalam upaya pengentasan kemiskinan melalus
program pengadaan Rumah Layak Huni
(Mayani) dan pemberian subsidi bagi kesehatan
kepada masyarakat pemberian  bantuan
kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat
yvang kurang mampu. Namun, jika kita merujuk
pada kondisi daerah dan latar belakang
penduduk yang mayoritas Muslim  dan
menjadikan UU Nomor 38 Tahun 1999

Tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar



melihat
prontalo

melalui

pegangan  bagi  pemerintah  daerah,
schingganya terobosan yang lebih baik yang
Zspat dilakukan oleh pemerintah daerah
=dalah melalui intervensinya dapat membuat
sskum  formal yang berlaku  bagi
genduduknya  khususnya kepada yang
Beragam Islam sebagai bentuk
mmggungjawab bersama untuk
mengentaskan kemiskinan adalah dengan
secara Kkhusus  dan  tehnis  dapat
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah
(Perda) tentang zakat melalui persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{DPRD).

Tentang Perda Zakat ini, kita dapat
selajar kepada Pemerintah Daerah kabupaten
Lombok Timur, yaitu persetujuan DPRD
mengeluarkan Perda Nomor 9 tahun 2002.
Dan Perda tersebut telah dimplementasikan
szjak tahun 2003 dengan mendirikan Badan
Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Daerah
(Bazisda) sebagai organisasi masyarakat
sipil  yang  berperan dalam  upaya
pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dan berdasarkan
Perda tersebutkan diwajibkan pada tiap desa
membentuk Badan Amil Zakat, Infag dan
Sedekah Desa BAZISDES dan disetiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dibentuk Unit Pengelola Zakat, Infaq dan
Sedekah (UPZIS). Dengan menggali potensi
zakat ini, pemerintah daerah daerah dapat
memperoleh pendapatan dari ZIS rata-rata
sehesar Rp. 350.000.000 perbulannya.

Dengan demikian dapat dipastikan
bahwa dengan Perda Zakat ini maka dapat
digunakan sebagai langkah konkrit untuk
menggali potensi pendapatan daerah melalui
cara yang syah dan diridhoi menurut hukum
prinsip Islam. Selain dari manfaat ekonomi

tersebut, manfaat lain yang dapat diambil
hikmahnya melalui Zakat adalah memiliki
manfaat bersama dan individu. Dalam
hubungannya dengan social security zakat
adalah bagian dari instrumen keterjaminan
sosial yang berasal dari institusi agama.
Keterjaminan sosial (social security) adalah
tindakan publik, termasuk yang dilakukan oleh
masyarakat, untuk melindungi kaum miskin
dan lemah dari perubahan vang merugikan
dalam standar hidup, sehingga mereka memiliki
standar hidup yang dapat diterima (The World
Bank Research Observer, 1991).

Zakat adalah instrumen ilahiah yang
diwajibkan kepada kaum muslim. Allah SWT
berfirman dalam Surat At-taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari harta mereka dengan
guna membersihkan dan mensucikan mereka,
dan berdo 'alah untuk mereka. Sesungguhnyva

do ‘amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiva

bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.”

Zakat merupakan salah satu kewajiban vang
telah disepakati oleh para ulama dan telah
diketahui oleh semua umat, sehingga ia
termasuk salah satu hal yang mendasar dalam
agama, yang mana jika ada salah seorang dari
kaum muslimin yang mengingkari
kewajibannya, maka dia telah keluar dari Islam
dan dibunuh dalam keadaan kafir, kecuali jika
ia baru mengenal Islam, maka dia dimaafkan
disebabkan karena kejahilannya akan hukum.
Adapun mereka yang tidak
mengeluarkannya dengan tetap meyakini akan
kewajibannya, maka dia berdosa karena
sikapnya tersebut, tetapi hal ini tidak
pengeluarkannya dari Islam dan seorang hakim
(penguasa) boleh mengambil zakat tersebut
dengan paksa beserta setengah hartanya sebagai
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hukuman atas perbuatannya, Jika suatu kaum
menolak untuk mengeluarkannya padahal
mercka tetap meyakini kewajibannya dan
mereka memiliki kekuatan untuk melarang
orang memungutnya dari
mereka, maka mereka harus diperangi
hingga mereka mengeluarkannya.

Japakiya (2008) menyebutkan bahwa
zakat adalah salah satu
dalam terciptanya kedamaian dan keamanan,

landasan utama

utamanya keamanan dari kemiskinan dan
penyakit, Selanjutnya ia berpendapat bahwa
. Aslam considers the entire community
responsible for the food security of all its
individuals...one of the categories to whom
therevenue of zakah has to be distributed
consists of the mu allafah quiubuhum who
includenon-Muslims.
Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60
ada delapan vang berhak
menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil,
mualaf,

golongan

hamba sahaya, orang vang
berhutang, orang-orang dalam perjalanan,
dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil).
Berkaitan dengan masalah penyaluran zakat
sering mengandung kontroversi  dapat
diberikan kepada mustahiq baik untuk
kepentingan konsumtif maupun produktif.
ZIS sebenarnya diharapkan benar-benar
untuk kepentingan mustahig yang memang
benar-benar ingin terbebas dari kemiskinan
dan  kemelaratan.

pengelolaan  zakat

Sehingganya  agar
benar-benar  dapat
masyarakat
memimalkan ketidakoptimalan penyaluran
zakat Rahardjo  (1999:496)
menyarankan beberapa langkah yang dapat
ditempuh, vaitu:

bermanfaat  bagi untuk

konsumtif,

1. Diberikan langsung untuk penggunaan

konsumtif seperti untuk keperluan
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miskin meninggalkan kemiskinannya perls
ditempuh penyaluran zakat untuk kegiatan
produktif. Menurut Rahardjo secara produkts®
menyebutnya dengan istilah “pendayagunaas
zakat, sehingga untuk kegiatan produkud
penyaluran zakat dapat ditempuh melals
beberapa cara, yaitu:
1.

sehari-hari, membayar hutang untuk modal,
pokoknya dapat dipergunakan secara bebas
oleh mustahiq.
Diberikan kepada organisasi atau yayasanm
sebagai suatu dana untuk membayar para
guru misalnya, dan uang =zakat dapat
diberikan secara berkala baik perbulas
sepanjang tahun.
Diberikan sebagai dana yang jumlahnya
besar atau dikumpulkan sehingga menjads
dana untuk pembangunan gedung, masjid
alat-alat pendidikan dan sebagainya.

Selain itu untuk merangsang agar orang

Diberikan
sekelompok masyarakat untuk digunakas

kepada  seseorang

sebagai modal kerja. Tentunya jumlahnye
haruslah besar, tergantung pada skala usz
yang .
dikembangkanoleh mustahig. Dana tersebs
diberikan dalam bentuk uang atau barang
tanpa ada kewajiban untuk mengembalikas

dapat ditangani da

Dan untuk optimalnya, sebaiknya pe
dilakukan monitoring dan evaluasi secas
berkala.

Mengoperasionalisasikan
sebagai “revolving fund” dimana dalas

dana 1k

bentuk ini mustahig hanya dipinjamkan =5
dan akan digulirkan lagi kepada mustahs B
selanjutnya. =
Mirip dengan cara | dan 2, dana zak -
didistribusikan dalam bentuk kredit. Pas

cara ini mustahiq harus mengembalik
atau diser

seluruh  dana barangnya



odal. “tambahan™ sebagai tanda balas jasa dan Berbagai persoalan yang dihadapi
bebas tambahan ini disebut infaq. dalam pengelolaan zakat berangkat dari
kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu:
yasan | Kelemahan Bentuk Kelemahan
para | 1. Aspek Yuridis | a. UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berpotensi
i i menghambat pengembangan zakat mengingat substansinya tidak
pak tegas dalam mengatur fungsi regulator, pengawasan dan operator
ulan b. Aturan organik teknis pelaksanaan pengelolaan zakat masih
dalam bentuk keputusan dan Instruksi Menteri
kv ¢. Zakat di dalam UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
= | Zakat hanya digunakan sebagai pengurang dari laba/pendapatan
enjadi sisa kena pajak dari wajib pajak
asjid 2. Aspek a. Pengetahuan dan Pemahaman yang masih rendah dari masyarakat
Sosiologis terkait dengan ibadah zakat
b. Pengelolaan zakat di masyarakat masih dilakukan secara
L sederhana dan tradisional
periu ¢. Rendahnya tingkat kepercayaan (frust) masyarakat kepada
giatan lembaga amil zakat
> Kiif 3 Aspek institusi | a. Adanya dualisme institusi pengelola zakat (antara BAZ dan LAZ)
e dan  manajemen | b. Lemahnya penerapan prinsip manajemen organisasi
unaan pajak ¢. Rendahnya penguasaan teknologi oleh institusi zakat
uktif Sumber; Arrsa, Ria Casmi
melalui Berdasarkan problematika mengenai syariah secara komprehensif tentu memerlukan
kelemahan-kelemahan yang di hadapi di dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah
atau dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. maka selayaknya bersinergi dengan pihak vang
nakan negara memiliki peran strategis dalam paling berkompeten vaitu diantaranya para
lahnya merevitalisasi pengelolaan zakat. Adapun Ulama yang ada di daerah. Hal yang dapat
la usaha peran  negara  dalam  merevitalisasi dilakukan oleh para Ulama adalah melalui

pengelolaan zakat adalah melalui peran sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
pemerintah, sebagai sebuah instutusi yang  Muslim.
berwenang mengeluarkan produk hukum Hal ini sangat perlu dilakukan karena
melalui lembaga eksekutif dan legislatif  walaupun di Gorontalo mayoritas penduduknya
menjadi peran penting dalam rangka Muslim namun bukti nyata yang dapat kita lihat
menciptakan suatu landasan yuridis dalam  secara bersama adalah dalam etika berdagang
hal  pengelolaan  zakat  yangefektif.  di pasar para pedagang yang nota bene mereka
professional, dan amanah. Melalui instrumen adalah mayoritas Muslim terkadang melakukan
ukum  yang responsif dan progresif  penipuan kepada pembeli dengan cara
diharapkan setiap produk hukum yang dibuat ~ mengurangi timbangan dan takaran. Selain itu
dan berkaitan dengan pengelolaan zakat  pula, kejujuran para pedagang dalam
akan terlaksana secara efektif di masyarakat. mengungkapkan harga pokok terkadangpun
Kita dapat memastikan, walaupun  tidak berdasarkan yang sesungguhnya. Hal ini
pemerintah daerah telah berupaya secara  mari sama-sama kita sadari bahwa perilaku
maksimal melalui langkah-langkah yang  para pedagang vang demikian itu didasari
dilakukan, namun untuk penerapan ekonomi karena ketidaktahuan mereka tentang etika
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tersebut

barang
balikan.
a perlu




berbisnis dalam Islam. Dan untuk lebih

jelasnya Antonio (2003) menjelaskan ada

enam peran ulama dalam sosialisasi
perekonomi syariah, yaitu:

. Ulama dapat berperan dalam hal
sosialisasi dan pembinaan kepada
masyarakat Muslim tentang manfaat

berbasis  syariah dan

pemahaman kepada
masyarakat tentang bagaimana Islam
mengajarkan cara berkehidupan ekonomi
dan etika bisnis berdasarkan prinsip-
prinsip atau nilai-nilai Islam, Patut kita
sadari, masyarakat adalah sebagai pelaku
bisnis yang secara langsung sehingga
menumbuhkan dan  mengembangkan
pemahaman tentang etika bisnis dalam
Islam yang didasari dari sumber utama
Al-quran dan hadits perlu dilakukan.

2. Ulama juga berperan menjelaskan bahwa
keterpurukan

berekonomi
menguatkan

ekonomi umat Islam
mengabaikan figih muamalah. Kitab
Ihya Ulumuddin Al Ghazali, misalnya
hanya digali dari aspek tasawufnya saja,
sedangkan aspek ekonominya tidak
dikaji dan dikembangkan, demikian pula
pada kajian-kajian  Kitab
Bahasan kajian prioritas para ustadz di
mesjid, khutbah jumat, majelis taklim
adalah hanya dominan mengenai aspek
ibadahnya saja, Padahal sebagian kitab-
kitab itu berbicara tentang muamalah,
Kalaupun di sekolah tertentu (misalnya
pesantren) mempelajari muamalah hanya
sifatnya normatif dan dogmatis, belum
dikembangkan sesuai dengan aplikasi
perbankan.

lainnya.

3. Ulama berperan menjelaskan kepada
masyarakat bahwa perbankan syariah
pada dasarnya adalah pengamalan figih
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muamalah maliyah, figih ini menjelasks
bagaimana sesame manusia berhubungss
dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, d
keuangan.
4. Ulama berperan untuk mengembalikas
masyarakat pada fitrahnya. Menurs
fitrahnya, baik fitrah alam maupun fit
usaha, umat Islam adalah umat vane
menjalankan bidangs
ekonomi, seperti pertanian, perdagangam
investasi, dan perkebunan, dan sebagainya.
5. Mengajak umat Islam untuk memasuki
Islam secara kaffah (menyeluruh), tids

syariah  dalam

terpotong-potong seperti selama ini. Selams
ini masih banyak kaum muslimin yane
bergumul secara langsung dengan systes
riba yang diharamkan Al-quran dalam bank
konvensional,
6. Mengajak para hartawan dan pengusahs
Muslim agar mau mendukung dan
mengamalkan sistem operasional perbankas
syariah dalam kegiatan bisnis seperti sistem
bagi hasil, jual beli, dan sewa yang menjads
anjuran penerapan berbisnis dalam Islam.
Dengan demikian, syiar muamalah Islam
berbisnis  dalam lebih

berkembang dan diminati seluruh kalangan.

melalui Islam

Menurut penulis selain dari langkah-
langkah di atas, para ulama yang tergabung
pada (Majelis Ulama Indonesia) yang berads '-
pada tiap daerah sebaiknya berperan aktif
dalam dakwah tentang kepada
masyarakat Muslim. Masyarakat Islam sendin

zakat

banyak yang memiliki pemahaman bahwa
zakat itu hanya wajib untuk dikeluarkan adalah
zakat
menjelang  Idul

firah yang dibayarkan pada saat
Fitri. Padahal
pemahaman tentang zakat tersebut dapat

sebenarnya

dikembangkan melalui dakwah atau majelis
taklim baik kepada pedagang, petani, peternak.



i sistem
menjadi
n Islam.
i Islam
lebih
angan.
angkah-
rzabung
berada
aktif
kepada
sendiri
bahwa

p adalah
3 saal
ENarnya
dapat
majelis
eternak,

selayan, dan profeis lainnya. Sebagai
tzngkah konkrit yang dapat dilakukan untuk

- menggali potensi zakat mal (harta) bagi para

pelaku  bisnis, sehingga dapat digunakan
antuk pemberdayaan umat.

2. Solusi Konkrit Peran Lembaga
Pendidikan dalam Revitalisasi
Perekonomian Syariah

Salah satu problema yang paling
mendasar dihadapi oleh Indonesia berkaitan
dengan penerapan ekonomi syariah adalah
minimnya kualitas dan kuantitas sumber
daya manusi (SDM) yang memiliki
penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis
syariah. Nasution (2009) memprediksi
bahwa dalam empat sampai lima tahun ke
depan lembaga  keuangan  syariah
membutuhkan 42.000 orang. Demikian pula
menurut data Bank Indonesia diperkirakan
dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan,
dibutuhkan tidak kurang dari sepuluh ribu
SDM yang memiliki skill ekonomi syariah
vang memadai,

Tingginya kebutuhan SDM tersebut
menunjukkan semakin diterimanya konsep
ckonomi syariah di masyarakat Indonesia.
Namun untuk membekali SDM kita vang
memiliki  kemampuan dalam ekonomi
syariah, tentunya membutuhkan komitmen
bersama,  diantara  adalah  lembaga
pendidikan sebagai institusi vang melahirkan
SDM tersebut. Menyadari akan pentingnya
penerapan
menyeluruh tentunya peran dari lembaga
pendidikan beserta kurikulumnya menjadi

ekonomi  svariah  secara

sangat signifikan.
Berkaitan dengan masalah kesiapan
SDM yang memiliki skill ekonomi berbasis

syariah baik kuantitas dan kualitasnya Nasution
(2009) menyatakan:

“Kebutuhan jumlah SDM yang sedemikian
banyak akan bisa dipenuhi jika materi
pengajaran ekonomi Islam diformalkan sebagai
bahan ajaran di lembaga pendidikan.
Tambahan lagi, pendidikan ekonomi Islam
tidak hanva mengatasi kebutuhan SDM secara
kuantitatif, tetapi juga kualitatif”™'.

Oleh karena itu, peran dari lembaga
pendidikan menjadi mutlak/wajib untuk untuk
melakukan langkah-langkah dalam mendukung
revitalisasi perekonomian berbasis syariah di
Indonesia. Adapun beberapa langkah yang
dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan
tinggi, yaitu diantaranya: pertama, melalui
perbaikan dan penyempurnaan kurikulum
pendidikan ekonomi yang mengkaji tentang
ekonomi syariah yang lebih mendalam dan
aplikatif, dan kedua dengan membuka jurusan
ekonomi Islam,

Adapun langkah pertama sebagai solusi
konkrit yang dapat dilakukan oleh lembaga
pendidikan berkaitan dengan pembekalan
kepada SDM adalah melalui rekonstruksi
(membangun kembali/menelaah) kurikulum
yang selama ini sudah diterapkan. Hal tersebut
sesuai dengan Amanat UU Sisdiknas No 20
Tahun 2003 Bab X mengenai Kurikulum pasal
36 ayat 1 vyang berbunyi “pengembangan
kurikulum dilakukan dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional”, dan ayat 2 yang
berbunyi “kurikulum pada semua jenjang dan
Jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
potensi daerah, dan peserta didik”, pasal 3
menegaskan bahwa “kurikulum disusun dengan
jenjang pendidikan dalam kerangka Negara
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Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan  peningkatan iman dan
tagwa,  peningkatan  akhlak  mulia,

peningkatan potensi, kecerdasan dan minat
peserta didik, keragaman potensi daerah dan
lingkungan, tuntutan pembangunan daerah
dan nasional, tuntutan dunia kerja,
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni, agama, dinamika perkembangan
global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai
keagamaan,
Rekontruksi

yang berbasis syariah di lembaga pendidikan

kurikulum  ekonomi
tinggi telah menjadi svatu keharusan. Hal
imi, telah kesepakatan atau
komitmen bersama oleh para pimpinan

menjadi

fakultas pada pertemuan Forum Dekan
Fakultas Ekonomi
dilaksanakan di Universitas Padjadjaran
Bandung pada Tahun 2009. Menyadari akan
tuntutan tersebut maka Universitas Negeri
Gorontalo  khususnya pada  Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB UNG) pada tahun
2000  melakukan
dengan memasukkan mata kuliah ekonomi

Se Indonesia yang

lokakarya  kurikulum
syariah sebagai mata kuliah wajib.

Langkah kedua dari
lembaga pendidikan tinggi vaitu dengan
tumbuhnya lembaga keuangan syariah di

peran dari

Indonesia yang tumbuh dengan pesat dan
disaat itu pula mulai muncul lembaga
pendidikan  tinggi  yang
ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang
sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di
Yogyakarta (1997), D3 Manajemen Bank
Syariah di IAIN-SU di Medan (1997), STEI
SEBI (1999) , STIE Tazkia (2000), dan
PSTTI Ul

mengajarkan

yang membuka konsentrasi
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Ekonomi dan Keuvangan lIslam, pada tahus
2000. Dan Universitas Islam Negeri Gorontale
telah memiliki program studi sl ekonomi dan
keuangan Islam.

Adapun yang menjadi tujuan dan
rekonstruksi kurikulum dan membuka jurusas
ekonomi syariahtersebut tidaklah hanya ingis
memenuhi SDM yang memiliki skill dalam
ekonomi syariah namun yang lebih penting
adalah merubah paradigma/pemikiran SDM
vang tadinya pada saat belajar pada jenjans
sebelumnya yang dimulai sekolah dasar (SD
atau sederajat), sekolah menengah pertama
(SMP atau sederajat), dan sekolah menengah
(SMA  atau
pembelajaran konsep ekonomi masih pads
Olehnya dengas
kurikulum diharapkan kepads
masyarakat Gorontalo dapat mengaplikasikas
dalam kehidupan sehari-hari dalam bertiks
bisnis berdasarkan syariah.

tingkat  atas sederajat),

FRLA0 pobeRattRuEGER

pemikiran  kapitalisme.
perbaikan

Kita masih ingat dengan pepatah lama
“belajar diwaktu keeil bagaikan mengukir &
atas batu dan belajar di waktu dewasa bagaikan
mengukir diatas batu”. Pepatah ini mengandung
makna bahwa
pendidikan di perguruan tinggi jika tidak

apalah  guna  kurikulum

didukung  oleh  kurikulum  pendidikas
rekonstruks

kurikulum pada perguruan tinggi tidaklah dapas

sebelumnya. Artinya bahwa
optimal dilakukan untuk mencapai tujuan dan
ekonomi syariah Islam. Jika kurikulum diawali
dari jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya
dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah
bisa akan lebih baik, karena kebutuhan
ekonomi syariah tidak hanya dibutuhkan teom
saja namun diharapkan pada aplikasinya ite

T R BEREREY

vang lebih utama.



Kita dapat menelaah apa yang telah

&lakukan oleh Pemerintah Kota
Tasikmalaya dimana mulai pada tahun
2003/2004  memberlakukan  pendidikan

~ =konomi syariah sebagai muatan local
(mulok) pada jenjang pendidikan SMP atau
sederajat. Bagaimana dengan Provinsi
Gorontalo?, Sebaiknya
swrikulum pendidikan ekonomi syariah juga
dapat dilakukan pada jenjang pendidikan

menengah.

rekonstruksi

Menurut penulis, upaya ini bukan
mustghil  untuk  dilakukan, bahkan
diperkirakan akan mendapat respon yang
positif pada masyarakat Gorontalo yang

crajat),
pada mayoritas Muslim dan memiliki falsafah
dengan hidup "Adat bersendikan svara’, syara’
kepada bersendikan Kitabulloh’. Hal yang patut
asikan kita pikirkan sekarang adalah Jika
bertika pengembangan  kurikulum  pendidikan
tentang ekonomi syariah penting untuk
h lama dikerjakan, maka pertanyaan sekarang ialah:
bnkir di Bagaimanakah prinsip kerja kita dalam
gaikan mengembangkan kurikulum itu? Meminjam
Endung pemikiran Nana Syaodih Sukmadinata, ada
ikulum dua prinsip yang dikemukakan di sini.
tidak Pertama, prinsip umum. Kedua, prinsip
didikan khusus. Prinsip umum ini ialah:
struksi 1. Prinsip relevansi.
h dapat Kurikulum wyang kita rancang dan
dari kembangkan harus relevan dengan
diawali kebutuhan peserta didik untuk menjawab
jjutnya, kebutuhan akan bertujuan  dengan
syariah ekonomi  syariah  dimana  dalam
tuhan pembelajaran diajarkan bahwa konsep
n teori ekonomi syariah memiliki konsekuensi
va itu pada kehidupan akhirat dan berdasarkan

pada nilai-nilai Islam

2. Prinsip fleksibilitas.

Kurikulum yang kita rancang dan
kembangkan perlu bersifat adaptif, mampu
dengan  konteks

pembelajaran. Pertimbangan konteks di sini

menyesuaikan  diri

mencakup aspek ruang dan waktu, sosial,
budaya dan dinamika keagamaan.

3. Prinsip kontinuitas.
Kurikulum  yang
kembangkan harus memungkinkan peserta
didik lebih
potensinya kelak dalam rencana belajar

sepanjang

kita rancang dan

sanggup mengembangkan

berikutnya
hayat).

4, Prinsip praktis.
Kurikulum sebaiknya mudah digunakan
dengan alat sederhana dan biaya relatif

(prinsip  belajar

murah, terutama dalam situasi ekonmi
dewasa ini. Selain itu, apa yang dipelajari
mahasiswa seharusnya mampu membentuk
dan meningkatkan kompetensi mereka di
dalam
menunaikan tugas yang diemba sebagai
khalifah di bumi dalam perspektif amanah.
5. Prinsip efektivitas.
Prinsip  ini

kehidupan  sehari-hari, untuk

mengacu kepada masalah
keberhasilan kurikulum itu sendiri. Peserta
didik diharapkan banyak belajar dari
vang berlaku untuk
memperlengkapi  hidupnya.  Efektivitas
sebuah kurikulum harus dilihat dari

sgjauhmana perubahan hidup dialami oleh

kurikulum

peserta didik, sebagaimana nampak dalam
kehidupan dan karya pelayanannya.
Kedua, prinsip khusus, vang terkait dengan
sejumlah komponen dari kurikulum itu sendiri.
Jika kita berbicara mengenai kurikulum maka
sedikitnya terdapat sejumlah unsur di dalamnya
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vakni tujuan, isi atau bahan pengajaran,
metode pembelajaran, media dan alat
serta
pembelajaran. Jadi, kurikulum bukan hanya
daftar mata kuliah atau pokok-pokok
pengajaran. Lebih dari itu. Bagaimanakah

pembelajara kegiatan  evaluasi

kita'.  mengembangkan  masing-masing

komponen itu, inilah juga pekerjaan

pengembangan kurikulum.

PENUTUP
Sebagai

memiliki

suatu  wilayah  yang
96,61% penduduk beragama
Islam (Muslim) dan memiliki falsafah

hidup "ddat bersendikan syara’, syara’

bersendikan Kitabulloh” sehingga
provinsi Gorontalo oleh masyarakatnya
diberi nama sebagai “Kota Serambi

Madinah”. Oleh karena itu, falsafah hidup
tersebut tidak hanya menunjukkan sebagai
hiasan filosofi belaka dengan hanya
pada

keagamaan dan sebatas ibadah. Namun

sebatas kegiatan  ritual-ritual

menjadikan syara’
hidup,

syariah dalam

(syariah) menjadi

pedoman sehingganya aturan
berkehidupanpun harus
tercermin pada semua sendi dan bidang
kehidupan, juga termasuk pada bidang
ekonomi.

Dengan melihat potensi tersebut,

penerapan ekonomi syariah (Islam) di

Gorontalo  sudah  selavaknya  untuk
diimplementasikan  dalam  kehidupan.
Tumbuhnya lembaga keuangan Islam

vang ada di Gorontalo juga sebagai hal
yang memperkuat penerapan tersebut.
Dengan adanya lembaga keuangan Islam
bahwa

yang  ada, menunjukkan
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telal
untuk
mendukung dan melaksanakan penerapa

masyarakat Gorontalo sebenarnya

memiliki komitmen yang besar

b2

ekonomi syvariah di Gorontalo.
Untuk
perekonomian

melakukan revitalisas

syariah, tentunya banya
pihak yang berkepentingan yang hares
berperan serta dan memiliki komitmen yang
tinggi pula untuk menerapkan prinsip-prinss .
gkonomi syariah, diantaranya adalah pe
pemerintah daerah dan lembaga pendidikas
Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintas
daerah sebagai langkah awal it
penerapan ekonomi syariah di Gorontal
yaitu dengan melibatkan lembaga lainzs
seperti DPRD dan para ulama (Majel
Ulama Indonesia Gorontalo) dapat membk
(Perda) Zakat sebas

hukum formal yang dapat mengikat

Peraturan Daerah

semua masyarakat Khususnya Kkep

masyarakat yang beragama Islam dan us

penerapan
komprehensif  dan

ekonomi gyariah e
universal k:
melakukan sosialisasi dan  pembis
ekonomi syariah dan etika bisnis da
Islam. Dan upaya lain yang dapat dilaks
oleh lembaga pendidikan baik pendids
tinggi dan sekolah menengah yaitu me E
kurikell

rekonstruksi  (pengembangan)

dengan memasukkan muatan eke
syariah.
Implikasinya adalah diperfukan pe
serta dan komitmen yang kuat dari
stakeholders untuk meningkatkan
pemerintah daerah dan lembaga pendiS
baik pada jenjang pendidikan tinggi
sekolah menengah dalam penerapan eke

syariah (Islam) di Gorontalo.
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pemerintah
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Gorontalo
ga lainnya
(Majelis
t membuat
t sebagai
gikat pada

kepada
dan untuk

secara
| dapat
pembinaan
snis dalam
dilakukan
pendidikan
itu melalui
kurikulum
ekonomi

ukan peran
dari para
n peran
pendidikan
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ekonomi
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